
l[v ALll(OTA MOJOl(ERTO 

PERJ\TUR.AN WAL!KOTA MO,JOKERTO 

NOMOR 16 1"AHUN 2008 
• • 

TEN"fAI\JG 

RINCIAN TUGAS POKOK DArl FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA MOJOKERTO 

WALIKOTA MOJ".:lKERTO, 

Menimbang : bahwa berdssarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nornor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, 
Sekretariat DFRD dan Stal Ahli Kola Mojokerto, maka dipandang 
perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat 
DPRD Kota Mojokerto dalam Peraturan Walikota Mojokerto. 

Mengingat : 1. Undanq-Undanq Nornor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalarn lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Ter1gah/Jawa Barat; 

2. Undanq-Undanq Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
l\legara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 428e); 

3. Undang-Lindang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undanqan (Lembaran Negara P.epublik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4289); 

4. Undanq-Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentanq Pemerintahan 
Daerah ll.ernbaran �Jegara Republik .Indonesia Tahun 2004 
Nornor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nemer 4437) sebagairnana telah diubah dengan Undang- 
U11d2ng Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Undanq-Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Ropuolik Indonesia Tahun 2008 
�lo'.Tlor 59, Tambahan Lembaran N1;gara Republik Indonesia 
Norn or 4344) ; 

5. Undanq-Undarp Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
KE<1Jar1;ian Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lerrbaran neqara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

• 

, 



• 

• 

6. · Peraturar: Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayai1 Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara 
Repuplik Indonesia Tahun 1982 Nornor 74, Tambahan Lembaran 
Nega1 a Republik Indonesla Nomor 3242); 

7. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang 
PP.ngelolaan i<.euangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4578); · 

6. Peraturan Pernerintah No111or 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
· IJrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerint-ahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
lahun 2007 No11101 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

. . 

indonesia Nornor �-737); 

9. Peraturan Femerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Ferangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 
2007 Nemer 89, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Nemer 4741); 

10. Peraturan Menteri Dalarn NegP.ri �Jomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedcrnan Penqelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diuban denqan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 
210-1 lentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2003 tentenp Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

1 ·1. r'eraturan lv1enleri Da'arn l�egeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuc TP.k11:s Psnataan Organisasi Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Oaerah Kuta Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
lJrusan Pemerintahan Daerah Kota Kola Mojokerto; · 

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Org:ir1isasi Sekretariat Daerah Kcta, Sekretariat DPRD dan Staf 
Ahli Mojokerto, 

• 

• 

• - - ��E�AU-:-USKP.N : 

• 
Menetapkan : PERATIJRAN VJALIKO-,.,; MOJO.KERTO TENl-ANG RINCIAN · 

TU GAS POKOK DAN FUNGSI SEKRcT ARIAT DPRD KOT A 
MOJOKERTO 

BAB! 

KF.TENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam poraturan in! yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kcta 'Vlojokerto; 

• 



' 

• 

• 

2. 

3. 
4. 

5 . 

1 - 

Pemerir.tah Kot.1 adaiah Pernerintah Kora Mojokerto; 
• 

(JPRD adalah opq[) Kota Mojokerto; 

Sekretariat fJPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Mojokerto; 

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Mo{okerto. 

• 

• 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal2 

• 

• 

(1) Susunan orgardsasi Sekretariat DPRD Kota Mojokerto terdiri atas: 

a. Bagian Tata Usaha; 

b. Bagian Risalah dan Persidangan. 

(2) Sekretariat DPl�D d'pirnptn oleh Sekretaris DPRD ; 
. 

(3) Bagiar1-bagia11 sebagairnana dimaksud pad a ayat (1) dipirnpin 
oleh seorang Kepaia Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung [awab kepada Sekretaris DPRD; 

(4) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD adalah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, 

• 

• 

• 
Baqian Pertama 

Bagian Tata Usaha 

Pasal 3 

• 

(1) Bc.gian Tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
penyusunan proqrarn, keuanyan, kepegawaian dan umum serta 
rnelaksanakan tuqas-tuqas lain yarig diberikan oleh Sekretaris 
DPRD. 

(2) Untuk rnenyelengqarakan tuqas dimaksud pad a ayat (1 ), Bagi an - 
Tata Usaha mempunyai fungsi : 

a. Peny11suna11 
DPRD; 

rencana keqiatan dan program Sekretariat 

• 

• 

b. Penviapan bahan cialam rangka penyusunan anggaran dan 
pelsporun p8rt.anggungjawaban keuanqan; 

c. F'elak:,;anaan pembinaan organisasi dan tata laksana; 
. 

d. Pengelolaar: administrasi kepeqawa'an, keuangan dan 
perlenqkapan; 

e. Penge:olaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan 
kearsipan; 

• 



• 

• 

• 

• 

Lf 

• 

Pasal4 

(1) Baqian Tata Usaha terdiri dari 3 (liga) Sub Bagian yaitu : 

a. Sub Bagian Penvusunan Program; 

b. Sub 8agian l(suangan; 
• 

c. Sub Baqian Kepeqawaian dan Umum 

(2) Sub baqian-sub hagian dimaksud pada ayat (1) masing-masing 
dipimpir oleh secranq Kepala Sub Bagian yang berada dibawah 
dan bertar.gg•Jr.gjawab kepaca Kepala Bagian Tata Usaha . 

Pasal5 

Sub Baqian Penycstman Proqrarn rnempunyai tugas : 

a. Menqhirnpun data dan rnenyiapkan bahan dalam rangka 
penyusunan proqrarn kerja dan rencana keria; 

l\1cnyi�i:::kr,n. bahan pembinaan organisasi dun tata laksana 
• 

Sekretariat DPR.D; 

c. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Sekretariat DPRD; 

d. Meuyiapkan bahan-bahan dalam ran:;ika penyediaan tenaga ahli 
yang diperlu'ca» oleh DPRD; 

e. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program 
kerja; 

f. Melaksanakan t.ugas-tLJQas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 6 

Suh Ba9ic111 Keuangan r.iempunyai tugas : 

a. lv1engl1ir.1pL1n da., rnenyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (CPA); 

b. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran Sekretariat DPRD; 

c. Mengurus keuangan untuk ksperluan DPRD; 

d. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanqqunqiawaban 
keuanqan Sekretariat DPRD; · 

e. Melaksanakan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh Kepala 
bagian Tata Llsaha sesuai dengan bidang tugasnya . 

• 

• 

• 



• 

• 

5 

Pasal7 

Sub 3agian Kepega'Naian dan Umurn mempunyai tugas : 

a. Msnyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta 
data kegiatan yang berhubungan ciengan kepegawaian serta 
penqe'olaan admtnistzasi kepegawaian; 

b, Melakukan penyiapan bahan penyi.sunan rencana kebutuhan, 
pengembanqa-i, dan mutasi pegawai; 

c. Melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat yang 
diperlukan oieh DPr<D, menyusun rencana kebutuhan dan 
rnelaksanakan pengelolaan barang milik Sekretariat DPRD serta 
mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor; 

d. Menyiapkan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bc1gian Tata Usaha sesual dengan bidang tugasnya. 

• 

• 

• 

• 8agian l(edua 

Bagian Risalah dan Persidangan 

Pasal8 

• 

• 

(1) Baqran Risalah can Persidangan mempunyai tugas menyiapkan 
pembuatan risalah rapat, menyiapkan rancangan produk hukum 
yanq dihasilkan oleh DRPD, menerima dan mengatur tamu 
pimpinan, rnelaksanakan per-iberian informasi dan hubungan 
masyarakat, rnenyiapkan persidangan dan urusan administrasi 
serta rnelaksanakan t1Jgas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
DPRD sest.ai cenqan bidang tugasnya; 

Untuk menyelenqqarakan tuqas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) pasal ini, Bagign Risalah dan Persidangan mempunyai 
funcs: : . ' 

a. Penyelenqqaraan pe:nbuatan risalah rapat-rapat DPRD; 

b. Per.yiapan penerirnaan tamu-tamu pimpinan DPRD; 

c. Penyiapan rapat-rapat yang diselenggaraf:an oleh DPRD 
baik mengenai tata tempat maupun administrasinya; 

d. Melaksanakan pemherian informasi dan hubungan 
rnasyarakat . 

• 

(2) 



• 

• 

' 

• 

• 

• 
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Pasal 9 

(1) Bagian Risalah dan Persidangan terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian 
yaitu : 

a. Sub Bagia11 Risalah dan Perundang-Undangan; 

b. Sub Bsigian Persldanqan: 

c. Sub Baqian 1-lubungan Masyarakat. 
• 

(2) Sub Beqian sebaqaimana dimaksud pad a ayat (1) dipimpin oleh 
seoranq Ke;:,&la S•Jh Bag:an yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Risalah dan 
Persidangar. 

Pasal 1 O 

Sub BF.1giai1 Risalah dan Perundan£··Undangan mempunyai tugas : 

a. Me�1gumpulkan dan rnensisternatisasi bahan untuk pembuatan 
risalah sidang paripurr.a cian rapat DPRD; 

b. Monyiapkan dan menyvsun laporan serta resume hasil sidang 
paripurna serta rapat-rapat DPRO; 

c. Menyiapkan :,ahan dan rencana jadwal kunjungan kerja pimpinan 
dan anggota DPRD; 

d. Menyiapkan laporan kunjungan kerja pimpinan dan anggota 
Dr'RD; 

e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi atau rekarnan hasil 
sidang paripurr,a dan rapat-rapat DPRD; 

f. Mernpelajart pedornan can petunjuk dibidang penelitian, 
penqolahan data hukum dan peraturan perundang-undangan 
sorta menyiapka.i rancanqan produk hukum yang dihasilkan oleh 
DPRIJ; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
DPRD sesuai denqan bidang tugasnya. 

Pasal 11 
• 

Sub Bagian Persidanqan mempunyai tuqas : 

a. Menyiapkan rencana jadwal kegiatan sidang paripurna dan rapat- 
rapat DPRD; 

b. Menyiapkan bahan-bahan sidang atau rapat termasuk daftar 
hadir; 

c. M1::la�11kar penqqandaan 
sidanq/rapat; 

• 

dan distribusi bahan-bahan 



• 

' 7 
• 

d. Melakukan tugas-tugas protokol dan ;:>engaturan tata tern pat 
persidangan bersarna dengar. sub bagian terkait; 

e. Men yiapkan kebutuhan ii lat tulis kantor atau perlengkapan kerja 
pada 1,egiatan persidanqan; 

f. Melaksanakan tugas-tugas !ain yang diberikan oleh Kepala 
f3agiar, Risalan dan Persidangan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 12 • 

Sue Hubungan Masyaral,at mempunyai tugas : 
. 

a. Mencari, rnenpumpulkan, menyarlnq dan menganalisa informasi 
bidang t11gas dan kegiatan DPRIJ; 

b. Menvusun dan mensisternatisasikan data dibidang pemerintahan, 
pembanqunan dan kernasvarakatan yang berkaitan dengan peran 
serta DPRD; 

dan menganalisa informasi 
pemerintah untuk kepentingan 

• rnsnyanng Menqurnpulkan, c. 
masyarakat, organisasi non 
kegiatan DPRD; 

d. rAen9evalu<1si clan menganalisa segala usaha dan kegiatan yang 
berkaitan c!engan masalah kehumasan; 

e. Meruberlkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan 
lnformast; 

f. lvlenyia1Jkar1 bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan 
keterarpan pers atau konferensi pers kegiatan DPRD; 

g. fvl8!2i<sana!<an tugas-tugas lain yang clberlkan oleh kepala 
Bagian Risalah dan Persidangan sesuai dengan bidang tugasnya. 

SAB rr 

tCEL()MPOK JABJ\TAN FUNGSIONAL 

Pasal 13 

(1) Ketornpok .Jabatan Fungsional rr.empunyai tugas me1aksanakan 
sebaqlan tuqas Sekretariat DPRD sesual dengan keahlian dan · 
kebutuhan keqiatan teknis di bidang keahlian masing-masing ; 

(2) Kelornpok Jabatan rungsional sebagaimana tersebut pada 
ayat (•J ! pasal ini, dipimpln oleh Tenaqa Fungsional Senior selaku 
ketua kelompok ynng berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Sekretar:at DP�D ; 

(3) Ke'ornpok Jabatan Fo111gsional dapat dibagi kedalam Sub-Sub 
sesuai dengan kebutuhan dan masirg-masing dipimpin oleh 
Tenaga Funr,sional Senior; 

• 
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(3) Jurnlah Tenaga Funqsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis 
dan beban ker]s yang ada. 

('.'\) Pernbinaan terhadap tenaqa fungsional dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundanq-undanqan yang berlaku. 

BAB IV 

H!JBUNGAN KERJA 

Pasal 14 • 

(1) Setiao pirr.oinan unit kerja dalam l.ingkungan Sekretariat DPRD 
waiib rnelaksanakan koordinasi, integrasi da-i sinkronisasi baik 
da'arr linckunqar, Sekretariat maupun antar unit kerja sesuai 
denqan b1dar,g tuqasnya rnasing-masing; 

(2) Seliap plmpinan unit kerja dalam linqkunqan Sekretariat DPRD 
bertanqqur.qjawab memimpin dan mer.gkoordinasikan bawahan- 
nya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya. 

BABV 
. 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal �5 

Hal -h2I yang belurn oiatur dalam peraturan Walikota ini sepanjang 
mer.genai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Wnlikota. 

Pasal 16 

Peraturan vvatikota ;ni mulal berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang menqetahuinya, memerintahkan penqundanqan 
Peraturan Walikotc1 ir1i dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kola Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
• 

• 

pada tanggal 1 S e;Jt ember 

• 

2008 

• 

• 
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LAMPlr�AN PERA TURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 

TA�IGGAL 

16 TAHUN 2008 

1 S EP'l: �,i.c:• �R 2008 

B,\GAN SLJSUNAN ORGANISASI 

SEK.�ETARIAT DPRD 

KOTA fl/lOJOKERTO 

r 

' ---, 
• 

I SEKi,ETARl3 DPRD 

I_---·------� 
,·---- 

------� 

' 

,--- 
1 

I 
I 
I 

1 · - -----··-- -- ------···· 

' 

ABATAN 
NAL ,·- --. 
- --1 

-- j 

L .. 

KELOMPOKJ 
FUNGSIO 

-- - 

- - . --- - 

-- 

BAGIAN TA fft USAHA BAGIAN RISALAH DAN 
PERSIDANGAN 

• - --- - .. ,, 
' 
I 

---· ·- - J • 

,- -· -- ---· 
I SL,B BAGIAN 

PROGRAM I 
--·- - -- __ _J 

SUB BAGIAN 
RISALAH DAN 
PERUNDANG- 

UNDANGAN 

---··· SUB BftG �EUANCAN 

• -- -- -- _I 

I 
SUB BAGIAN 

PERSIDANGAN 

SU� QAGIAN 
-·- KEP[GAWAIAN DA1-.J • 

U�,UM 

,---·---·- 
i i 
L - I SUB BAGIAN HUMAS 

P J. VliALIKa 

• 


